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ABSTRAK 
Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat merupakan konsep yang 

berkembang pada sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk 

mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai demokratisasi 

sejakpertengahan abad ke-20. Partisipasi dapat diartikan keikutsertaan masyarakat, baik secara 

individual (public interest) maupun kelompok (interest group) secara aktif dalam penentuan suatu 

kebijakan publik atau peraturan. Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal 

yang amat esensial di dalam proses pembentukan peraturan Perundang- undangan sudah 

diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangandan Pasal 39 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas 

keterbukaan. Pada tahapannya pembentukan peraturan daerah sama dengan hal nya peraturan 

Perundang-undangan lainnya, yang dimulai dengan tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan, pengundangan. Hal tersebut tentu dilakukan oleh Pemerintah selaku 

eksekutif di daerah (Kepala Daerah) bersama dengan pihaklegislatif yang ada di daerah (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah). Topik yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah. Pertama, 

bentuk partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 

10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan. Kedua, pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Kebersihan/Persampahan. Penelitian hukum empiris diterapkan dalam kasus ini. Wawancara 

kepada stakeholder terkait, DPRD serta pihakTokoh Masyarakat dan studi dokumen digunakan 

untuk memperoleh data. Data yang terkumpul diperiksa secara subjektif dan disajikan secara 

deskriptif. Pertama, dalam tahapan pembentukan sampai pada tahap pengundangan partisipasi 

Masyarakat masih bersifat partisipasi semu, pembentukan peraturan daerah hanya dilakukan oleh 

Lembaga legislatif daneksekutif bersama dengan satuan kerja terkait. Masukan dari Masyarakat 

dan/atau partisipasi Masyarakat baru terlaksana pada tahap peraturan daerah telah diberlakukan 

masukan dan/atau partisipasi Masyarakat disampaikan kepada anggota DPRD secara lisan. 

Kedua, Pada tahap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan memiliki beberapa hambatan yaitu 

Masyarakat yang tidakpartisipatif dalam pelaksanaan, peraturan yang lemah karena tidak ada 

peraturan kepala daerah yang mendukung dalam pelaksanaannya, permasalahan tempat 

pembuangan akhir yang belumterselesaikan, Hukuman bagi pelanggar yang lemah dan perda yang 

lemah karena tidak menggunakan naskah akademik dalam perencanaannya. 
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